
1. Undaog-Un<lang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentuloltl 
Daerah·Daerah Kab<lpaten dalam Lingkungan Pl'cpO'l$l Jawa 
Baral ( Serita Negara Tahun 1950 ); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daflar 
Pe<\lsahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 1982 
Nomor 7, Tamballan Lembaran Negara Nomor3274); 

MengJngat 

c, bah'Na ber<lasatkan pertimbangan sebagamana dmaksu<I pac1a 
lluruf a <Ian huruf b pe~u ditetapkan pe,aturan Bupati Bel<asi 
Tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati 8ekasi Nomor 14A 
T ahun 2009 ternang penyelenggaraan Jasa T•n dan 
T elekomunikasi. 

a. bah'NS berdasarkan Peraturan Pemerimah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anlata 
Pemerintah. Pemerintahan Dae<ah Ptov>nsi dan Pemerintahan 
Daemh Kaoupaten/Kota jundo Peraturan Oaerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 6 T ahun 2008 tentang Urusan Pemerinlah 
Kab<lpaten Bekasi, maka urusan pemerintahan <libida/19 
penyele<>ggaraan jasa titipan dan telekomunil<asi merupal<an 
keweM11gan Pemerintall Kabupaten Bekasi; 

b. bahwa dengan te<bilnys Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahon 2011 tentang Peruballan Alas Peraturan Oaerah 
Nomor 7 T allun 2009 temang Otganisasl Perangkat Daerall 
Kabupaten Bel<asl <Ian Peraturan BupaO Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Otganisasi dan Tata Kerja Oinas Kommikasi dan 
lnfonnabka Kabupaten Bekasi serta Peraturan Bupati Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pefizinan, Non Pet!Zinan 

·dan Pefimpallan Sebagian Kewenangan UOtuk Menangar,i 
Sebagian Urusan OlOnom Oaerah di Kabupaten 8ekasi pe.-, 
dtt~au kembaY Peratutan Bupati Bel<asi Nomor 14.A 
Tahon 2009. 

- 

Menunoang 

BUPATI BEKASI, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN DAN TELEKOMUNIKASI 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NO MOR 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent.Ing 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerat\ Provinsi dan Pemerinlaha:t Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilc lndooesia Tahun 
2007 Nomor 82, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

14. PeratlJran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tantang 
Penggunaan Spektrum Frekuensl Radio dan Orbit Satelt 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3981); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba 
(Lembaran Negara RepuMk Indonesia Nomor 49 Tahun 1997 • 
Tambahan Lembaran Negara Nomor-3689); 

13. Peraturan Pemenntah Nomor 52 Tarun 2000 tentang 
Penyelenggaraan T elek0100nil<asi (Lembaran Negara Republit 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3980); 

10. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Perawran Perundang-0ndangan (Lembaran Negara tahun 2011 
No. 82. Tambahan Lembaran Negara Noma 5234); 

11. Perawran Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang 
Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Repubiilc Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Noma< 
3303): 

9. 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten'.ang Penalaan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4725); 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran 
Negara Tal'<Jn 2009 Nomor 146. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5065); 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

~ Nomor 5 Tallun 1999 len(ang t.,,,_ 
Pr.oktek Monopoli dan Persa,ngan Tidal< Sehat (Lembaran 
Negara Tahoo 1999 Nomor 33. Tambahan Lembatan Negara 
Nomo< 3817): 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan 
Konsume,, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 

Undang-Undang Nornor 36 Tahun 1999 t..,...ng T­ 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3881); 

Undang·Undang Nomor 28 T ahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Tal'<Jn 2002 Nomor 134, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 424 7); 

Undang-Undang Nomor 32 T ah.., 2004 tsntang Pemenntahan 
Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali leraklW 
dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Unda~ndang Nomor 
32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844 J; 
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26. Peraturan Bupati Bel<asi Nomor 21 Tahun 2010 centang 
Penataan dan Pembangunan Menara Telel(omum<asl Betsama 
(Serita Oaerah Kabopaten Bel<asi Tahun 2010 Nomor 21); 

Z7. Peraturan Supati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas peraturan &,pali Bekasi Nomor 5 Tah\ln 
2010 tentang Peny,,lenggaraan Perlzinan, Non Perizinan dal'I 
Pelimpahan Sebagian Kf)""""""9an untuk Menangani Sebagian 
urusan Otonomi Oaerah di Kabupaten Bekasi (Serita Daerah 
Kaoopaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 32); 

22. Peraw'1!1'1 Daerah Kabupaten Bel<asl Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusl Oaerah (lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
T ahun 2011 NonlOr 5); 

23. Perawran Bupati Bekasl Nomor 148 Tahun 2007 te.-.ang 
Mel<anisme Penyusunan Produk Hukum Oaerah (fj Ungkungan 
Pememtah Kabupaten Bel<asl (Berila Oaerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2007 Nomor 14A); 

24. Peratoran BupaU Sel<asi Nomor 36 Tahun 2009 tenlang 
Orga111Sasi dan Tata Kerja Oinas Komunl<asi dan lnformatika 
Kabupaten Bekasi (Serita Oaerah Kabupaten Bel<asi 
Tahun 2009 Nomor 36): 

25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan, Non Perlzinan dan Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Unluk Menangani Sebagian Urusan 
Otooomi Oaerah Di Kabupaten Bekasi (Berna Daerah 
Kabupatan Bekasi Tahun 2010 Nomor 5); 

16. PetatUran Peme<inU!h Noma< 26 Tal'IUl'I 2008 ,eccano Rencana 
Tala Ruang Wilayah Na$OC08I (L.emt>aran Hegan, Tatu> 2008 
Nomor 48, Tambahan Lemllaran 'lega,a Ncmor 4833 

17 Peraturan Menter! Komunikasi dan lnfonnan.<a "°'1'l<lr 
23/PER!M.KOMINFOI04!2009 tentang f'edoman Pe!al<sanaan 
Urusan Pemennlah Su-ng Pos dan T"""'°""'nii<.as< 

18. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Noma< 7 Tahun 1996 
1enlang lzin Mendml<an Bangunan di W1layah Kabupa\00 
Oaerah nngkat II Bel<asl (Lembatan Daerah Kabupale<1 Bekasl 
Tahun 1996 Nomo< 3 Sen C); 

19. Per.l!Uran Oaerah Kabupaten Bel<aSi Nomor 4 Tahun 2003 
tentang Rencana Tata Ruang Wllayah l<abupaten BekaS1 
Tahun 2003-2013 sebagamana telah diUbah <lel1Qan Peratulall 
Oaerah Kabupatan BelU3Si Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraruran Oaerah Kabupaten Bel<asi Nomor 4 
Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2003-2013 (Lernbaran Oaerah Kabupaten Belcasi 
Tah<in 2007 Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomof 6 T ahUn 2008 
centang Urusan Pem<lrintahan Kabupaten Bekasl {Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekasi T ahun 2008 Nomor 6); 

21. Peraturan Oaerah Kabupa1en Bekasi Nomor 4 Tallun 2011 
lentang Perubahan Alas Peraturan Oaerah Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Orgarisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Bel<asi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasl T ahun 2009 
Non,or 7): 



9. T elekomuniKasi adalah setiap pemancaran, pengiriman a tau penerimaan tiap jenis 
tanda, gambar. suara dan inf0fl118$i dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optilt, 
radio, atau sistem etektromagnetik lainnya. 

10. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyedaan dan pelayanan 
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomurikasi. 

I. Oaerah adalah Daerah Kabupaten Bel<asi. 

2. Pemerintah Oaerah adalah Kepala Oaerah beserta pe,angkat daerah otonom yang lain 
sebagai Badan Eksetwtil daerah. 

3. Kepala Dae<ah Kabupaten adalah Bupati 

4. Bupati adalah Bupati Bekasi. 

5. Sadan Pelayanan Perillnan Terpadu Kabupaten Bel<asi yang selanjutnya disebut BPPT 
Kabupaten Bekasi adalah saman kerja perangkat daerah di linglwngan Pemenntallan 
Kabupaten Bekasl yang tugas dan tanggung jawat,nya Glibida1111 pelayanan perizlnan. 

6. Oinas adalah Oina,s Komunlkasl Gian lnformatika Kabupaten llekasi 

7. Olnas Pemubungan, Komumkasi dan lnformatika Kabupaten Sel<asi yang selafiu1nya 
<lisebut Oish<Jbl<ominfo Kabupaten Bekasi adalal't saluan ketja perangkal clae<ah di 
lingkuogan Pemetintahan Kabupaten Bekasi yang tugas dan tanggung jawabnya 
dibidang pemubungan, komunikasi dan il'ltonnatika. 

8. Penyelenggaiaan Jasa tttipan adalah kegiatan yang dilakUkan unlllk menemia, 
membawa dan atau menyampaikan paket uang clan surat pos jenis tertenlu datam 
benllJk barang cetakan, surat kabar. sekog<am. bungkusan kecil datl pengirim kepada 
penerima dengan memungut biaya. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimal<sud dengan : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
- 

MEMUTUSKAN : 

PERAlUWI 61.PATI lENTPN'.l PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN 
DAN TELEKOMUNIKASI 

Menetapf<.an 

29. Peraturan Bupa~ 881<8s, Nom« " Tabun 2011 ramang 
Perubahan Ketiga Atas peraturan B<Jpau Bel<as, - 5 tahun 
201 O tenta"I! Penyelenggaraan Perizinan. Non Penzinan dan 
Pelknpahan Sebag.an Kewenangan Unl>Jk Menangani 
Sebagian urusan otonomi Oaerah Kabupaten Bel<asi {Serita 
Oaerah Ka!>upaten 88kaSi T ahun 2011 Nomor 44 t. 

2a Peraruran Bupa, Bel<ast - , , T ahun 2011 ,.,,--.g 
Perubaban Alas Pe<!auran Bupao Bellas, Nomot 36 Tah!Jn 200S 
tenta1111 Orgar,1$asi dan Teta K8'J" Donas Komtni<asl oan 
lnfa,mal!ka {Benta daerah Kabupaten Be!<aSt Taoon 2011 
Nomor 41); 



27. F'embinaan adalah upaya yang d,lakukan oleh pemerintah daerah dalam 
penyelen99araan jasa lilipan dan telelwmUni1<ast 

28. F'engawasan adalab proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
penyelenggaraan Jasa titipan dan t~omunikasi berjalan secara eli$len dan efel<tif 
sesual dengan rencana dan ketentuan peraturan perunclang-mdangan. 

25. tzin adalah kelengl(apan persyaratan adminislraSl yang dkeluarkan oleh SKPO yang 
tugas <Ian Janggungjawabnya dibidang pelayanan perizlnan 

26. Rekomendasl adalah surat keterangan yang dibenkan kepada pemohon yang telah 
memenuhi persyaratan tertentu. 

21. lnterkonel<si adatah keterhubungan antarjaringan telel<onu>nil<asl dari penyelenggara 
jaringan lelekomunikasi yang berbeda. 

22. lnstalasi kabel rumah atau gedung adalah saluran kabel yang melingkupi kabel terminal 
batas atau rangka pembagi utama atau rangka pemt,agi internal, pe,1<awatan. dan soket 
yang cfipasang dalam rumah atau gedung miik pelanggan. 

23. lnstalarur adalah setiap orang atau badan yang melakukan pemasangan kabel janngan 
ke rumah atau gedung. 

24. Badan adalah sekumpulan orang danlatau modal yang me,upakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha • maupun yang tidak melakukan usaha yang melipuU pe,saroan 
terbatas, pe,seroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miik negaral (BUMN). 
alau baden usaha milik daerah (BUMO) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, lirma. 
kongsi, koperasl. dana, pe,-sekutuan, pe,l(umpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi politik. atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lalnnya termasU< 
kontrak investasi kolektif dan llentuk usaha telap. 

20. Perangkat lelekornunlkasi adaiah sekelompok ala! lelel<omunikasi yang memungklnlcan 
bertelel<omunikasi. 

19. Alal telekomunikasi adalah setiap alat perlengk.lj>an yang digunal<an dalam 
bertelel<ornunikasl. 

11 ?s,,rrergga-a ~,:as, 80aiat'I seoapora-tg.alal.l badat'I yang 11~•)1el:r.gga.aka:1 - 
12. Penyelenggalaan telel<omunil<asi untuk kepe,tuan khUSuS adalah ~nggaraan 

t-omurvl<.aSI yang sffat, pe11mtul<an clan pengoperas;annya khusus 

13. Pelayana11 operator a<lalah yaltu tempat untul< pelayanan t,agi pela- misalnY3 umuk 
pembayaran telepoo, pengaduan maupun pembelian voucher. 

14. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang digunakan dalam ~ 

15. Studio dan slaslun pemancar radio dan televisi adalah tempat pusat kegalan teleYlsi. 
radio dan sebagainya. 

16. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa teel<omunikaSI yang 
menawarKan layanan berbasis teknoklgi informasi tennasuk di dalanviya anlalll lain 
penyelenggaraan jasa internet teleponi, jase akses internet dan jasa ~ befbayar 

17. Warung telekomunikasi s~utnya dlsebtJt wartel adalah tempat yang dlsediakan untuk 
pelayanan jasa lelekornunikasl untuk umum yang d11Un99u bail< bel$llat sementara 
moopun tetap dan mel\Jpakan t,agian dari telepon umum. 

18. warung internet selanjutnya disebut wamet adalah tempat yang disediakan untul< 
pelayanan jasa internet untuk umum yang dapat langsung diakses seaira lallQ$Un9 
oleh peogguna jasa atau melalui protocol internet. 



Setlap badan yang mendirikan kantor cabang jasa titipan di wi!ayah Kaoopaten Bekasi wajib 
te~eblh dahulu mendapatkan rekornendasi dari Bupati rnelalaui SKPO yang lugaS clan 
tanggung jawabnya dibidang komunikasl dan lnformalil<a. 

Pasal3 

Umum 

REKOMENOASI UNTUK PENDIRIAN KANTOR CABANG JASA TlTIPAN 

Bagian Kesaw 

BAB Ill 

m. lzln lokasi pembangunan studio dan staslun pemancar radiO dan tetevisi; 

n. lzin penyelenggaraao Operasiooal wamet/Wartel. 

I. rel<omendasi persyaratan admlnistrasi dan kalengkapan data te!<ris lerhadap izJn 
penye4enggaraan radio; . 

k. izin instaJasi genset: 

,. lzin ordonansi gangguan (hinder oldonantie!HO); 

j lzin lnstalasi penangkal petir; 

a. rekomendasi unluk pendlrlan kantc< cabang j8$8 titipan; 

e. lzJn jasa titipan untuk kantor agen: 

c. lzin penyelenggaraan telekomunikasl khusus; 

d. rel<omendasl lelhadap izin penyelenggaraan jaringan tetap local wireJine (end to 
end) cakupan Kabupaten Bekasi; 

e, jzjn terhedap instala!Urkabel rumah atau gedung (IKRIG); 

f. lzin kantor cabang dan toke! pelayanan Ol)<lfBtor; 

ii. izln mendlrikan bangunan (IMB) menara telekomunikasl sebagai sarana clan 
prasarana telekomunikasi; 

ft izin galian untuk keperluan penggelatan kabel telekom....icasl di wiayah 
Kabupaten Bekasi; 

(2) 

Pasal2 

Sebap penyelenggaraatl jasa titlpan clan telekomunikasi ~ng dilaksanakatl di wilayah 
Kabupaten Bekasl wajtb meodapal izin atau .-endaso dari Bupad metalul BPPT 
Ka!>upaten Bekasi atau SKPO yang tugas dan tanggung jawabnya <i!lidang 
komunlkasl dan lnfonnatil<a. 

Jenis lzln dan rekomeodas, sebagaimana dirnaksud pada ayal (1) adalah sebagai 
benl<ut 

(1) 

RUANG LINGKUP PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN DAN TELEKOMUNIKASI 

BAS 11 



(I) Setiap orang a1au badan yang menyelenggarakan jasa tillpan untuk kanlor agen di 
wllayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui SKPO yang h,gas 
dan laOggung Jawab<'lya dibldang Komunikasi dan lnfonnatika. 

(2) Kantor agen penyelenggaran Jasa btlpan merupakan l<anlor pembantu yang mef18di agen 
penyelenggaraan jasa titipan atas dasar ke~a sama/Waralaba. 

(3) Pelaksanaan ketja sama/waralaba sebagaimana domaksud pada ayat (2) di1alwkan 
melalui perjanjian kerja sama secara tertulls. 

Pasal 5 - 
Bagian Kesatu 

Umum 

IZIN JASA TmPAN UNTUK KANTOR AGEN 

BAB IV 

h. persyaratan lain sesual ketentuan P«aturan perunda"9"'ndangan. 

g. SITU/HO: 

f. surat keterangan domisili usaha: 

e, salinan lzln Mendiril<an Bangunan (IMB); 

d. sa1,nan NPWP: 

c, salinan Kartu T anda Penduduk (KTP) dan &Ital penu1"4ukan sellagai penanggung 
jawab kan1or cabano'pe,wakilan perusahaan: 

..... 

(I) Ta1'> cara pecmohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan 
dengan cara pemohon mengaJukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui 
Kepala SKPD yang rugas dan 1'>nggung jawabnya dibidang komunil<asl dan infoonatilca. 

(2) Pennollooan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus dttengkapi dengan pe,syaratao sebagai berilrut: 

•· sahnan SIUP kantor ptJSat perusahaan yang lelah dilegaliSir oiE!l Pejabal penelbit 
SIUP/yang di1u1"4uk: 

b. sahnan AA1e No1aris pembuka.an kantor cabang/perwakllan pe,usahaan; 

Pasal 4 

Tata cara 



(3) Evaluasi dilakukan temadap kinerja dan performansi yang dilaksanakan oleh SKPO yang 
tugas dan tanggung jawabnya dibidang Kornunikasl dan lnformaUl<a. 

(I) lzin Penyelenggaraan Jasa lltipan sebagaimana dimakSud dalam Pasal 5. beflaku 5 
(lima) tahun selama penyelenggara jasa lltipan tetseout masih menjalanl<an kegiatan 
usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapl<an serta lidak melakukan 
pelanggaranlpenyimpangan temadap kelentuan pe,aturan pen.,ndang..undangan. 

(2) lzln sebagaimana dimaksod pada ayat (1) dapat dilakukan petpanjangan melalui 
mekanisme evaluasl. 

Pasal 7 

Mesa Bedaku lzin 

Bagian Ketiga 

n, persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perunc:Jang-undangan. 

(3) Dalam hal penyampaian safinan dokumen sebagaimana donakSud pada ayat (1). 
pemohon wajib menunjukan dokumen asli dan akan dikemba~kan kepada pemohon 
yang bersangkUtan setelah dilakukan l)<lfflerikSaan mengenai keabsahamya • 

,4) Sebelum dilerbitkan lzin. lerleblh dahulu han.,s mendapet saran l8knis dari Kepala SKPO 
yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasl dan lnlormatika. 

... 

g. dokumen peljanjian kerja sama antara kantor cabang penyelenggara jasa titipan 
dengan kantor agan peny~raan jasa tilipan, baik yang belt>entuk 
manajemen, modal maupun penggunaan tempet usaha dan bentuk katja sama 
lainnya; 

r SITU/HO; 

e, surat keterangan domislll usaha; 

d. salinan lzin Mendiril<an Bangunan (IMBYsahnan konlrak sewa bagi yang menyewa 
tanahlbangvnan; 

...... c. sallnan NPWP: 

b. una.,k badan, m8'ampu1<an sallnan akta pendlrtan pen.,sahaan befiwt perubahan­ 
perubahannya atau surat kaputusan pengesahan badan hukum dart Oepattemen 
Hul<um dan Ha.k Asasi Maousia; 

< 1) Tata cara pennohonan izr'I sebagawnana dimal<sUd daJam Pasal 5, dilalwkan dengan 
cara mengajul<an permot,onan secara tertulls kapada Bupeti melalui Kepala SKPD yang 
rugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan lnformabka. 

(2) Permohonan untuk mandapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), halus 
dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikul: 

L salinan Kartu Tanda Pendllduk (KTP) atau identitas lain bagi pemotlOn perorangan; 

Pasal 6 

Tatacara 



b. keterlambatan. hiJanol rusak sebagianl seluruh isi kirtnan surat jenis tertentu. pal<et dan 
atau uang yang dl$eraNcan kepadanya; 

c, semua hal yang telah ~ dengan berbagai pihak dan menyelesar'kan segala 
tuntutan yang sah; 

a. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya; 

Penyelenggara jasa til!pan unluk kantor agen bellanggung jawab terhadap : 

Pasal 10 

e. melapo,kan kepada yang becwajib apabila mengatahuifmenduga adanya barang titipan 
yang berisl benda-benda yang dllarang sesual ke!Amtuan peratinn perundang,oodangan 
dan memperbolehkan barang titipan te<Sebut untu< dlperil(sa; 

f. melaporl<an setiap l<ali leqadi perubahan per)anjan kerja sama dan atau perubahan 
alamal dan alau penggantian penanggung jawablpimpirw, penyelenggara seianbal­ 
larnbatnya 30 (tiga puluh) hari selelah terjadinya perubahan terseeot kepeda Kepala 
SKPD yang lugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informali<a. 

- 

c, memberikan landa bukti kiriman kepada pengirim sesual dengan ketentuan yang bellalw; 

d. mengumumkan tarif, syarat..gyarat kiriman dan tata cata penguna jasa serta 
menempelkan surat lzill Penyelenggaraan Jasa Trtlpan Kantor Agen pada tempat yang 
mudah dilihat umum; 

b. membayar gantl rugJ pada penglrim alas hilanglrusaknya sebagiarvseluruhnya lsi 
kirlman. surat pos )enis tertentu. paket dan atau uang yang dmm sesuai ketnetuan 
peraturan perundang-undangan; 

Penyelenggara jasa titipan bel1<ewajlban: 

a. melakukan penyelenggaraan jasa tibpan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diberilam izin 
penyelenggaraan; 

Pasal9 

Penyelenggara jasa litipan berhal<: 

a, melakukan penyelenggaraan jasa titipan dengan memungut biaya; 

b. menetapkan syarat-syarat clan tata cara yang harus dipeoul'li oleh pemakal jasa yang 
memuat antara lain hak dan kewajiban peogirim. tata cara tuntulan ganfi rugl. resso llan 
larangan-larangan serta hal-llal lain yang dianggap perlu; 

c, mendapatkan pembinaan dari Pemerinlah Daerah. 

Bagian KeM>pat 

Hak dan Kewapban serta T anggung Jawab 

Pasal8 

(4t izln ~ ·---· iasa Ullpetl Ul1IIJi< k.na _. sebagamana dimal<sud pada ayal 
( 1) licllll< ._,.. <llpln(lahlanga kec:ua!I rnendapat pe,seluJU8n letl!JI<$ dari Bupati 
atau Sl<PO ,.ang llJ9'IS dan tanggung JaWabnya cjbidang Komunikasi dan lnfonnatil<a. 



(2) Penyelenggaraan telei<O<TIU!lll<asi khusus untuk keperluan sendfri sebaga1mana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, cilalwl<an unluk keperiuan: 
a petSec,tangan; 
b. instansi Pen,eriruab; 
c. dmas khusus: 
d. badan hukum. 

(3) Penyelenggaraan ~ khusus unluk keperluan perseorangan ~ 
dimaksud pada ayat (2) tuuf a melit>uti: 
a. radio amatJr; 

( l) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan unluk keperiuan: 

a. sendiri; 
b. pe<tahanan keamanan Negara; 
c. penyiaran. 

Pasal 12 

Umum 

Bagian Kesatu 

BABV 

IZlN PENYELENGGARAAN TElEKOMUNlKASI KHUSUS 

b. menggunakan cap atau tulisan "Pos" unwk jenis pelayanan yang diselenggaral<an se<ta 
istilah-<slilah, larnbang-lambang, tanda-tanda dan lain-lain yang dipergunakan Oleh 
PT. Pos Indonesia, kecuali blla penyelenggara jasa titipan melakukan kerja sama dengan 
PT. Pos Indonesia. 

1. barang yang mudah meledak, menyala atau lelbakar sendiri a1au dapal 
membahayakan keselamatan jjwa manusia: 

2. nalf<otika atau bahan yang sejenis sena obat terla,ang lainnya; 
3. baran9 cetal<M/benda yang menylnggung kesus.laan: dan 
4. barang cetal<anlrekarnan lainnya yang isinya dapat mengganggu keamanan, keterli>an 

dan stabitas nasional. 

a. menerima, memt>aWa dan atattmenyampaikan kiriman yang berupa: 

P.-nyelenggara jasa titlpan untuk kantor agen dilarang: 

Pasal 11 

Bag,an Kebma 

Larangan 

e penyeranan Jurman iasa lllipan yang cf,urusoya sesuai syara1 - syarat umum yang 
bellalw bagl penyetenggaraan iasa titJpan. 



d. teroatas pada daeo'ah layanan wilayah Kal>upaten Bekasi. 

(3) Sebel..-n dttetbltkan -- letlebih dahulu han.,s mendapat saran teknis dari Kepala SKPO 
yang tugas dan tanggung jawal)nya dibklang komunikasj dan inforrnatil<a. 

c. lldak boleh ter1<ooel<Si dengan penyelenggara Jaringan telekomirolcasi dan atau 
penyelenggara jasa telekomunikasi: 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan mempematikan ketentua.n: 

a. lldak menggunakan spetctrum lrekuensi radio; 

b. bel..-n terjangkau oleh petl)lelenggara jaringan telel<omurikasi dan a\au penyelenggara 
jasa telekomunikasi: 

Pasal 16 

(1) Penyelenggaraan telekomunikasl khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasat 12 
ayat (2) yaf)9 cakupan areanya meUputi wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan 
izin dari Bupati melalui SKPO yang tugas dan tanggung jawabnya dlbldang petayanan 
perizinan. 

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk kepefluan badan huklm set>agamana 
dlmaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh badan hukum unblk ~ 
kegiatan dan atau usahanya. 

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal t2 aya\ (2) huruf c, d'olaksanakan oleh inslansi pemerintah untuk 
mendulwng kegiatan dinas yang bersangkulan. 

Pasal 15 

Pasal 14 

Penyelenggaran telekomunikasi khusus untuk kepenuan lnstansl pemerirllah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hurur b, dMaksanakan oteh lnstansi Pemerintah unllJt 
meodukung kegiatan pemetintahan. 

(4) Kegialan radio amalir sebagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf a. digunakan untuk 
sar,ng be,!comuniltasl tentang flmu penge1ahuan, pe,>yeiidikan, teknis dan ""°""""' yang 
ben(S;!an dengan teknik radio dan eleklronika 

(5) Kegia1an komunll<asl radio antarpencluduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
d19unakan un1>Jk safing ber1<omumkasl teotang kegiatan k«nasyarakatan dapat 
betbentuk penyarnpaian berita marabahaya. beneana alam, penearian clan pet10longan 
(SAR). 

(6) Kegiatan komun1ka.si radio taksi atarperorangan sebagaimana dimalcsud. pada ayat (3) 
huruf e, dlgunakan untuk saf.ng berkomunikasi temang kegiatan penyampa,an beri1a yang 
berkaltan <!ellgan transportasi a.tau angkll13n taksl. 

Pasal 13 

b -radoancarper,,,o..:; 
c -!&.<So- 



(1) Masa berlaku IZln sebagaonana d,maksud datam Pasal 16, dibefikan lanpa betas waktu 
dan setiap 3 (ligal tanoo <lllakOlc8n evaluasl. 

(2) Evaluasi dilalwkan ~ klne<ja dan perfonnansl yang dilal<sanakan oleh SKPD yang 
wgas dan tangglA'lg J'N'llbiya dbidang i<omunikasl dan in<ormablca. 

Pasal 18 

MasaBerlatw 

Bagian Keliga 

(3) Dalam hal penyampaian sa6nan dokumen sebagaimana dirnal<sud peda ayat (1), 
pemohon wajib menunjukan dokumen asli dan akan dikembal;kan kepada pemohon 
yang bersangkutan setelah cfllakukan pemenksaan mengenai keabsahamya. 

(5) Sebelum dltertlltl(an izin, tetlebih dahulu harus mendapat saran teknis dari Kepala SKPD 
yang tugas dan tar,ggung )8wabnya dlbidang i<omunikasi <Ian infonnatika. 

g. surat keterangan domisiN; 

h. persyaratan lain sesoal ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I. salinan Kartu T anda PendudUk (KTP) ctengan melampirl<an kartu keruarga (KK) 
atau identitas lain bagi pemohon perorangan; 

2. melampirl<an salinan akta pendirian perusaha&n berilwt paru- 
perubahannya atau surat keputusan pengesahan badan hulwm dari 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

e, sallnan NPWP; 

f. salinan lzin Mendirikan Bangunan (IMB)lsalinan kontrak sewa temadap 
tahanlbangunan (IMB); 

e. surat pemyataan bahWa alat/perangkat yang akan digunakan meme®hi 
persyaralafl tel<l>is dan memiHki sertifikat alaVperangkat telekomunikasl: 

d. untuk badan hukum dileogkapl dengan: 

b. konfogurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasl teknls alallpe,ang!<at 
yarig akan cfogunakan; 

a. rencana kegiatan pembangunan: 

( 1) Tata cara permot,ooan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dttakukan dengan 
cara mengatukan pem,ohonan secara lertulis kepada Bupati melalul Kepala SKI'D yang 
tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan lnfonnablca. 

(2) Pemiol>onan untuk mendapatkan lzin sebagaimana dimaksud pada ayal (1), harus 
dilengkapl dengan pe,syaralan sebagai berilwt 

Pasal 17 

Tata Cara 



(3) Oalam hal pen,a.,, r :o salNtl dokumen sebagaomana dimaksud pada ayat (1), 
pemohon V4/b _........., dokumen asi dan akan dikembalikan k"l)ada pemohon 
yang ~ sea ta'l cllalrukan pemeriksaan mengenal keabsahaMya. 

j. persyaratan Ian sesua ketentuan pe<aturan perundang,undangan. 

I. HO; 

b. surat k8*angan cb 11i$i! Usaha; 

e, menggunakan in<luslri dalam negeri: 

d. metakukan pengembangan sumber daya manusia daerah sefsmpa~ 

c. satlnan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau ldentitas lain bagi pemohon perorangan: 

t. bagi badan, melampirkan salinan akta pendirtan perusahaan beriloJI perubahan­ 
perubahannya alaU Surat keputusan pengesahan badan hukum dari Oepaftemen 
Hukum dM Hak Asa$I Manusla; 

g. sallnan Nl'WP; 

Pasat 20 

(1) Tata cara permohonan reltomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 19, di!aJwkan 
dengan cara mengajukan permohonan secara te111Jlis kepada Bupati metatui Kepata 
SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komurikasl dan lnfonnatika. 

(2) Permohonan untuk mendapatkan rel<omendasl set>ag.wtnana dlmaksud pada ayal (1), 
'1arus dilengkapl dengan persyaratan sebagai berikut 

a. dokumen yang memuat rencana penyelenggaraan jaringan tetap local wireine (end 
to end/; 

b. peta lokasi penggelaran jaringan kabel; 

Tata Gara 

Bagian Kedua 

Pasal 19 

(1) Bupati melalui Kepata SKPO yang tugas dan tanggung jawabnya dibodang komUrokasf 
dan lnfoonalil<a memberikan tel(c,mendasi temadap pe,mohonan izin penyetengga,aan 
jaringan tetap IOeal wimfine (end to end)-.it,an Kabupaten Bel<asl. 

(2) Pemberlan tel(omendasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1). tematas hanya pada 
permohonan izm prinslp yang melipu6 rute dan atau peta lokasi untuk pembangunan 
jaringan wimHne (end to end) cakup;,n Kabupaten Bekasi. 

Umum 

Bagian Kesatu 

BABVl 

REKOMENOASf TeRHADAP IZIN PENYELENGGARAAN JARJNGAN TETAP LOCAL 
'NrREUNE (END TO END) CAKUPAN KABUPATEN BEKASI 



(3) Dalam hal -- satnan dokumen sebagaimana cumalcsod pada ayat (1~ 
pemohoo wajlb .,..,.,...._ - asi dan abn dikembalikan kepada pemohon 
yang be,sanglwlan -, <Salwkan pemeriksaan mengenai keallSahannya. 

e. surat kelerangan OOf111Slli usaha: 

f. SITU/HO; 

g. surat pemya&aan memolila paling kurang 3 (tiga) orang instalatur. 

h. persyaratan laln """""' l<elentuan peraturan perundang-ondangan. 

d. salinan lzfn Mendirikatl Bangunan (IMB)lsalinan kOntrak sewa temadap 
lah8A/bangunan: 

(1) Tata cara pennollonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilalrukan dengan 
cara mengajukan permohooan secara IMUIJS kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang 
lugas dan tanggung jawabnya dibidang komonikas< dan lnfonnatika. 

(2) Permohollan untuk mendapaU<an izin sebagaimana dimaksud pa<la ayat (1), harus 
dilengkapl dengan petSyaratan sebagai berikut: 

a. salinan Kartu T anda Pend\Jduk (KTPJ atau identitas lain bagi pemohon percwangan; 

b. melampir!<an saHnan al<ta pe<ldir!an perusahaan berikul perubahan-perubahamya 
atau sural keputusan pengesahan badan hukum dari DepartemE<I Hulcum clan Hak 
Asasi Manusia: 

c. sallnan NPWP: 

Pasal 22 

Bagian Kedua 

Tata Cara 

c. CV. 

b. perseroan terbatas; 

a. koperasi; 

Pasal 21 

(1) Setlap orang atau badan yang menyelengga,akan mstalatur kabel rumal\lgedung ..,layah 
Kabupa1en Bekasi waj,b mendapaU<an iZl'I dari Bupati melalui SKPD yang tuQaS dan 
tanggung jawabnya dibidang komonikasi dan lnformatika 

(2] Badan sebagaimana dimal<sucl pada aya1 (1) dapal berbentuk: 

Bagian Kesatu 

Umum 

BASVII 

1ZlN TERHAOAP INSTALATUR KASEL RUMAH ATAU GEDUNG ~KRIG) 



h. persyaratan lain sesua, l<i!Uillluan pe<aturan perundang-undangan. 

b. sallnan Akte Noearls pembukaan Kantor cabang/perwakilan perusahaan; 

c. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTPJ dan surat pe....,,jukan sebagai penanggung 
jawab kantor cabanglper,,akilan perusahaan; 

d, salinan NPWP; 

e, salinan Jz,n ~ Bangunan (IMB)lsalanan l<ootrak sewa temadap 
lahanlbangunan. 

f. surat kete<angan 0<111S11 usaha: 

g. HO; 

Pasal 25 

(I) Ta1a cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakl.Mn deogan 
cara mengajukan permohonan secara tertuis kepada Bupab melalui Kepala SKPO yang 
tugas clan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi clan lnlonnatika. 

(2) Permohonan unruk mendapad<an izin sebagalmana dimaksud pada ayat (1), harus 
d~engkapi dengan persyaratan sebagai berlkut 

a. salinan SIUP kantor pusat perusahaan yang telah di!egalslr oleh P'*-'bat peneroil 
SIUP/yang ditunjuk; 

Tata Cara 

Bagtan Kedua 

( I ) Sedap badan yang mendirikan Kantor cabang telekomunikasi dan lolcet petayanan 
operator unluk cakupan wilayah Kabupaten Bel<asi wafib mendapatkan izin dari Bupati 
melalui SKPO yang lugas clan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi clan lnfoonatika. 

(2) lzin sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam benlUk surat izin ~ 
usaha (SITU) khusus Telekommikasi. 

Pasal 24 

Umum 

IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET PELAYANAN OPERATOR 

Bagian Kesaru 

BAB VIII 

~Ketiga 

Masa B<!rlaku 

Pasal 23 

(t) Masa berfal<u izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. be<lal<u selama 2 (dua) 
,arun dan dapat diperpanjang melalui evaluasi. 

12) Evaluas, dilal<ukan lethadap kinerja dan performansi yang dilaksanal<an olel1 SKPO yang 
IUgaS dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika. 



(1) Tata care permohonan izi'I sebagaimana dimaksud daiam Pasal 27 ayat (1), dlakukan 
deogan cara ~ pennohonan secsra tertulls kepada Bupati melalui Kepala 
SKPO yang lug.es <Ian ~ jawabnya dibklang bina marga dan kepada K"l)ala 
SKPO yang 11,gas dan langgung jawabnya dibidang pemuoongan dalam hal 
melal<sanakan pengge1aran l<abel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (2i 

Pasal28 

Bagian Kedua 

Tata cara 

b. gangguan duct diarahkan untuk kerja sama (st>am,g} berbagal macam kepe...an; 

c. tata ruang Kabupaten Bekasi; 

d. persyaratan tel<nis jaringan kabet 

(4) Persya<atan leknis sebagalmana dimakSud pada ayal (3) huruf d, diberikan oleh Kspala 
SKPO yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi clan inlotmatika. 

a.penggunaan cable duct diarahkan untuk kerja sama (sharing) antarpemiik kabel 
telekomunikasl; 

(2) Oalam hal penggelaran kabel menggunakan jarfngan r11tas jalan dan malinlasi alur 
sungai dan danau wafib meodapalkan izin dari Kepala SKPO yaog tugas clan tanggung 
)aWabnya dibidang pemubungan. 

(3) Pen999laran kabel sabagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diterbitkan dengan ketentuan: 

Pasal 27 

(1) Pen999laran kabel telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi wajib meodapalkan 
lzln dari Bupati melalui SKPO yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang bina marga 
dan pengairan. 

BA8X 

tZJN GALIAN UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI 
01 WILAYAH KABUPATEN BEKASI 

Pasaf 26 

( 1 J Pendman menara telel<omunikasl sebagai sarana dan 1)<8Sarana te~ ~ 
yang digunal<an secara sendiri-sendirl alau digunakan secara befsa~sama wajib 
mendapatkan rel<omendasi darf Oinas Komunikasi dan lnformalika, IZOl mendrl<an 
bangunan (IMB) dari Bupati melalui SKPO yang tugas dan tanggung iawabnya dbldang 
petayanan perizlnan. 

(2) Tata care een persyaralan IMS sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan pe,aturan penmdangalHlndangan. 

BABIX 

IZIN MEJ;~KAN SANGVNAN (IMB) MENARA TE.EKOMUN1KAS1 SEBAGAI SARAN/>. 
OAN PRASARANA TELEKOMUNIKASI 



b. penurunan niie, elcoocmi benda tetap dan benda t,etgerak yang berada <i seki1ar 
IOl<asi usaha 

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf e metiputi 
aneaman lemadap: 

a. penurunan produks, U$81la masyarakat sakitar; daniatau 

(2) Gangguan tert>adap Ungkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meiputi 
gangguan temadap l'ungsl tanah, air tanah, sungai, laut. udara dan gangguan yang 
bersumber dan gelaran darvatau kebisingan. 

(3) Gangguan lemadap sosial kemasyaral<atan seoagalmana dimat<sud pada ayat (1) huruf 
b meliputi te,jadinya ancaman keme.-osotan moral darvatau ketertiben umum. 

c. ekonomi 

b, sosial ksmasyarakatan: dan 

a. lingkungan; 

(1) Kriteria gangguan dalam penelapan izin terdlri dari: 

Bagian Kedua 

Kritefia Gangguan 

Pasal 30 

(2) tzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilerbilkan oleh Bupati melalui SKPD yang 
tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi clan lnformatika 

(1) lzin gangguan I hinder ordonantie adalah pemberian b:fn penyelenggataan 
telekomunikasi kepada setiap orang atau badan di lol<asi le<1enw yang dapat 
menlmbulkan bahaya, kerugian, clan gangguan, tidak tennasuk tempat usahalkegiatan 
yang telah dttentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Oaeral'I. 

Bagian Kesalll 

lzin Gangguan 

Pasaf 29 

BAB XI 

IZIN OROONANSI GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) 
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI 

a. peta IOl<asl penggeiaran janngan ka!>el: 

b, serat pemyataao betSe<fia memperoaiki jelan yang oigunakan uncuk penggela<an 
kabel ke kondlS1 semula; 

c, persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pe,110- unlUk mendapallaln rz,n set,aga,mana <fimal<sud pada ayat (1), harus 
~ dengan persyaratan sebagai benlrut 



Pasal32 

(1) lzln gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya. 

(2) Setiap pelaku usaha wajib meogajukan permohonan perubahan izin datam llal 
melakulcan perubahan yang betdampak pada peningj<atan gangguan dari sebeturmya 
sebagal al<ibat dan 
a. perubahan sarana usaha· 
b. penambahan kapasgas usaha. 
c, pe~uasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau 
d. perubahan walau 8ISU <bas, operasi usaha. 

Bagian Ketlga 

Masa Ber1aku 

b saHnan status kepemilikan tanah: 
c. fotokopi KTP pemohon bagi useha perseorangan atau ak!a pendirian usat,a bagi 

yang berbadan hukum; 
d. dokumen pengelolaan fingkungan untuk usaha yang menlmbullcan gangguan 

besar; 

e, denah tempat usaha dan gambar situasl: 
t. surat pemyataan tidak kebe<atan dari pemjik atau bukti sewa menyewa J)ca tempat 

bukan milik sendiri; 
g. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. mengisi fom,ufir permohonan izin yang berisilcan: 
1. nama penanggung jawab usahaA<egiatan; 
2. nama perusahaan; 
3. alamet perusahaan; 
4. bidang usahall<egiatan; 
5. Jol<asi kegiatan; 
6. nomor telePOfl perusahaan; 
7. wakR perusahaan yang dapat dihubung,; 
8. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang dipe,tukan dalam ~ 

usaha;dan 

9. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memeouhi kelenluan 
peraruran perundang-undangan. 

(2) 

T ala cara permOhonan iZln sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, cilakulcan dengan 
cars mengajukan pennohonan secara te<Mis kepada Bupati melalu1 Kepala SKPO yang 
tugas clan tanggung jawabnya dibidang Komunilcasi clan lnformall<a. 

Pennohonan unluk mendapatlcan lzin sebagaimana dimaksud pada ayal (1). harus 
dllengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: 

(I) 

Pasal31 

Bagsan Kec!ua 

Tata Cara 



(I) Setiap or.mg atau badan yang melakukan usaha perdagangan alat/perangkat 
letekomunikasf wajlb mendapatkan izin usaha perdagangan dari B<tpa1i melalui Kepala 
SKPO yang lltgas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasl dan lnfonnatika. 

(2) lzin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <f'l)efUlllllldtan bagl 
alat/perangkat !alekomunikasi yang telah bersertifikat dan bellabel 

(3) Sabefum cfte<t>tdcan lzln lo!<asl sebaga,mana dimaksud Pada aya1 (1 ). lel1eOih <lahual 
wajib mendapa!J<an saran teknis dari Kepala SKPD yang tugas clan tanggung jawabnya 
dlbidang komunikast clan inloonatika. 

Pasal 35 

Umum 
Bagian Kesatu 

BABXI\I 

IZIN USAHA PEROAGANGAN ALATIPERANGKAT TELEKOMUNIKASI 

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggatakan radio penyiaran wa;t> m<lndapabn 
rekomendas, dari Bupati melaiui Kepala SKPD yang lugas dan taoggung Jawabnya 
<!ibidang komunlkasi dan fnformatika. 

(2) Tata cara pennohonan rekomendasi sebagaimana dimai<sud pada w,at. (1), cilalwkan 
dengan cara mengajukan peonohonan se<:ara tertuls kepada Bupad metalUI Kepala 
SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan fnfomlatika dengan 
persyeratan sesuai ketentuan peratumn pen,ndang-undangan. 

Pasal 34 

BAB XIII 

REKOMENOASI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN DATA TEKNIS 
TERHADAP !ZIN PENYELENGGARAAN RADIO 

(2) lzin sebagaimana pada ayat (1) melekat pada izln mendirikan bal>gunan (IMB) 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 

(1) lzin instalasi penangkal petir dan instalasi gensel unluk menara lelel<omurio'b$i 
dilert>itkan oleh Bupati melalui SKPD yang tugas dan tan99ung jawabnya dibidang 
komunikasi dan infonnatika. 

Pasal 33 

BAB XII 

IZIN INSTALASI PENANGKAL PETIR DAN IZIN INSTA!.ASI GENSET 

(4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dpenuh1 oleh pelaku 
usaha, Bupati dapat mencabut lzin Usaha. 

(JI ~ ha, terjadl pe,uballan penggunaan ruang c& ~ loi<as> usahanya seteiah 
ditl!rt>tkan iz,n, pelaku usaha tidal< wajib mengajukan pem,ohOc'lan pen,bahan a,n. 



Bagia Ketiga 

Masa Berfaku 

Pasal 38 

tz,n usaha perdagangan sebagaimana dinaksud dalam Pasa! 35, bettaku selama masih 
menjalankan kegialan usaha perdagangannya dan memenuho persyaratan yang ditefal)kan 
serta tidak melakukan pelanggaranlpenyimpangan temadap ketentuan petatlnn pe,ur,dang­ 
undangan. 

• 

9. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undaogan • 

r. SITU/HO; 

c. surat keterangan domisifi usaha; 

d. salinan lzin Mendirikan Bangunan (IMB)/salinan kontral< sewa temadap 
lahan/bangunan; 

c. sallnan NPWP; 

b. un~k badan, mefamplrl<an salinan akla pendirian perusahaan berikut pe,ubahan­ 
perubahannya atau surat keputusan pengesahan badan hokum dari Oepartemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusla; 

(3) Permohooan untuk mendapafkan lzln sebagaimana dimaksod pada ayat (1 ), harus 
dilengkapj dengan persyaratan sebagai berikut 

a. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau idenlitas lain bagl pemohon pefQ'8llQOO; 

Tata cara permohol>an i2ln sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dllakulcan dengan 
cara mengajukan pennohonan seceea tern,ijs kepada Bopatt melalui Kepala SKPO yang 
tugas d·an tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan lntormatika. 

(2) Perm<>honan untuk mendapatkan i:zin sebagaimana dimaksud pads ayat (1 ~ hatus 
dllengkapi dengan persyaratan sebagal benkut 

(I) 

Tata cara 
PasaJ 37 

Bagian Kedua 

S..tJap perangkal telekomunikasi yang dibuat. dirakrt, dimasukkan unruk diperdagangkan dan 
atau diguna.kan di wilayah Kabupaten Bekasi, wajib memenuh, stancar pe<syaratan telcnis 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 36 



.b. Sallnan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

c. Past Foco 4 X 6 sebanyak 2 Lembar; 

d. SaUnan Nomor Pokok Wa~b Pajak (NPWP); 

e. Surat Keterangan Sta!lJs tempat Usaha (Miik sendirill<ontrak); 

r. SaDnan surat kelsrangan domisli Usaha; 

g. Surat Pemyataan tldak keberatan datf lingia.wigan sekitar, 

h. Sal!nan 6"ral K8'jasama doogan Provider; 

I. Foco I Gambar Oenah Sekat Ruan92n Wamec 

j. Saknan &.rat !Zin Usaha Pe<dagangan (SIUP); 

k. Sainan Tanda DallarPerVsahaan (TOP); 

a. Surat Permohonan dari Pemilik!direlctur bermaterai; 

Pasal41 

(1) Poonohonan untuk mendapatl<an izin seb392imana dimaksud dalam Pasal 40. halus 
dilengkapi dengan pe,syaratan sebagai berikut 

Bagian Kedua 

Tata Cera 

Penyelenggaraan Operasional wamel/Wartel di wilayah Kabupaten Bekasi wajjb 
menda;,atkan izin Bupati melalui SKPO yang tugas <Ian ta,ggung jawabnya d<llidang 
Komunikasi dan lnfoonaUka. 

Umum 

Bagian Kesatu 

Pasal40 

BABXVl 

IZJN PENYELENGGARAAN OPERASIONAI. WARNETIWARTEL 

!ZIN LOKASl PEMBANGUNAN STUDIO DAN STASIUN PEMANCAR RADIO 
DAN TELEVISI 

PasaJ 39 

(I) Pembangunan srudio dan stasiun pemancar radio dan televisf di wilayah Kabupaten 
Bekasi wa:lb mendapatl<an izin IOkasi dart Bupati melalui SKPO yang tugas dan 
tanggung jawabnya dibidang Komun,kasl dan lnlomlabka. 

(2) Tata cara dan pe,syaratan permohonan izin lol<asi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) 
sesual dengan ketenwan peraturan perundangalHl!ldangan. 

(3) Sebelum diterb!lkan izin lokasi seba92imana dlmaksud pada ayat (1), tertebih dahollJ 
waib mendapatkan saran teknis dari Kepala SKPD yang tugas dell tanggung jawabnya 
dibldang komunlkasi dan lnformatil<a. 

BAB XV 



c. pembenan twnbwlgao daa penilaian atas kegiatan penyeleoggaraan jasa fltipan 
dan te1Eialmur1JJ<a. 

b. memlnta laporan khosus; 

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimal<sud dalam ayat (1) dan (2), dilakukan 
paling kurang 6 (enam) bulan sekati dalam setiap tahun. 

(3) Bentuk pengawasan sebaga1mana dimal<sud pada ayat (1 ). dilakukan dengan kegfatan: 

a. peninj8Uan setempat 

(1) SKPD yang wgas dan tanggung jawabnya dbidang pelayanan perizinan clan SKPO yang 
wgas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan inloonatika melalwkan 
pengawasan temadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin. 

• 

Baglan Kedua 

Pengawasan 

Pasal 44 

• - 
• 

d. perencanaan. penelitian. pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan perizinan . 

b. pemb<!<ian blmbingan, supe,vis,, konsultasi; 

c. peodidikan, pelalihan, pemagangan; dan 

Pasal 43 

(1) Bupad Bel<asl melalul SKPO yang wgas dan langgung jawabnya dibidang komunilcasi 
dan infonnatika berf<:ewajlban melakukan pembinaan tennasuk melp;,11 pe<)gembangan 
sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja. 

(2) Pembina an sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di!akukan melalui.: 

a. koordlnasi secera bet1<ala; 

Pembinaan 

Bagian Kesaw 

BAS.XVII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal42 
1z1n penyelenggaraan wartellwamet sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 40 ayat (1). ber1aku 
selama masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaralan yang dilelapl<an 
serta tidak melal<ukan pelanggaranlpe>ylmpangan temadap ketentuan peraturan perundang­ 
undangan_ 

Bagian Keliga 

Masa 8e<taku 

l Persyaratan lain sesuai ketentuan perawran peruncfang-undangan. 



(2) Temaclap penyelenggaraan jasa titipan clan telel<omunikasi yang belum rnempunya, !Zin, 
harus menyesualkan dengan Peraruran Bupati ini paling Jambat dalam waktu 2 (dual 
tahun sejak diberlakukannya Peraruran Bupati lnL 

(I) IZin penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasl yang ada sebelum 
cUberlakukannya Peraturan inl. masih tetap berlaku sarTIQal dengan berakhimya masa 
izin yang bersangkuian clan wajib menyesuaikan dan menyelesaikan kewajiban­ 
kewajiban sebagaimana cUteJapkan dalam Peraturan Bupati irli. 

Pasal 47 

KETENTUAN PERALIHAN 

BABXlX 

Oalam hal lldak terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupatl ini, maka 
oapar dilakukan penertiban yang dilaksanakan oieh SKI'D yang togas dan langgung 
jawabnya dibldang penegakan peraturan daerah/peraturan 

Pasal46 

Selain pengawasan sebagaimana dlmakSud dalam Pasal 44. Bupab melalu, SKPO yang 
tugas clan tanggung jawabnya dlbldang komuni<asi clan ,nfonnatika juga me!aku.'<an 
pe,,gawasan teftladap: 

a. penyelenwaraan telekomunikasl yang cakllpan areal1)'3 me!tputi wllayah 
Kabupaten Bekasl; 

b. pengawasan atas alallpe,angkat pos clan telekomunikasJ yang tidak befse<1ifikat dan 
atau tidak bef1abel, yang d~akukan dengan eara: 

1. memeriksa sertifikat alatlperaogkat telekomunli<asi yang diperjualbelikan oleh 
vendor/pabrlkan, importer dan atau disltibut°' aJat perangkat tele«omunikasi; 

2 memerlksa label postal yang tertera pada kemasan alau pada alat/peraogkat 
!elekomunlkasai yang dipertlagangkan. 

c, penyelenggaraan wartellwamet: 

d. penyelengga,an wartel yang menggonakan jaringan bergetak selvter. 

Pasal45 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB XVIII 

(4) Petaksanaar, has1I leegia,an sebagarnana dirnaksud pada aya! (4 ) dilapo,1<a(, kepada 
Bupab 



SA' ODIN 

Oitela!)kan di Q'karang Pusat 
pada tanggal " 

..P_..emturan ini mulal berlal<u pada tangg81 diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inl 
dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten BekasL 

• 

Pasal 51 

HaJ-hal yang belum cukup dialur dalam Pef8turan Bupati ini sepanjang """'9"f1'I' tel<tlis 
pelaksanaamya aal!Jr lebih lanjut oleh BupatJ atau SKPO yang tugas dan ~ 
jawabnya dibodang komunikasi clan infom>atil<a. 

Pasal 50 

Dengan berlal<unya Pe<aturan Bupati ini, maka Perawran Bupati Bekasi Nomor 14 A 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Tilipan clan Tetekomunil<asi dicabut clan 
dinyatakan tldak berlaku lagl. 

KElENTUAN PENUTUP 

Pasat 49 

8ABXX1 

(2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <i!Btapkan oleh 
Bupab atau SKPO yang diberikan kewenangan unl!Jk "u. 

c. pencabutan itin: 

d. pembongkaran bangunan. 

(1) Terhadap pelanggaran alas Perawran Bupatf ini dapat dikenal<.an sankSI admor<Sll8Si 
bef\Jpa: 

a. teguran tertufis paling banyak tlga kali bel1uNl·turut dengan tenggang waldu 
masing-masing salu bulan yailu dalam bentuk peringatan pertama peringatan 
kedua dan peringatan ketiga. 

b. penutupan semen1arasarana tempat usaha, 

Pasal48 

SANKS! AOMINISTRATIF 

BAB XX 


